
PENYELESAIAN 
SENGKETA PAJAK



• Sengketa pajak adalah sengketa yang timbul dalam bidang perpajakan
antara Wajib Pajak atau penanggung Pajak dengan pejabat yang
berwenang sebagai akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan
Banding atau Gugatan kepada Pengadilan Pajak berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan, termasuk Gugatan atas pelaksanaan
penagihan berdasarkan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa.

• Upaya Hukum yang dapat ditempuh oleh Wajib Pajak adalah sebagai
berikut:
1. Keberatan
2. Banding
3. Gugatan
4. Peninjauan Kembali



Sengketa pajak bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti:

• Adanya kebijakan perpajakan yang dikeluarkan Ditjen Pajak berdasarkan
kewenangan yang diberikan undang-undang. Namun, wajib pajak merasa
tidak puas dengan kebijakan tersebut sehingga mengajukan upaya
hukum yang memang diperbolehkan oleh UU No 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak.

• Adanya perbedaan interpretasi antara WP dan Ditjen Pajak mengenai
aturan perundang-undangan

• Perbedaan metode perhitungan jumlah pajak mengenai jumlah yang
harus disetor pada negara.

• Keberatan atas penetapan sanksi denda pajak.
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Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan, sepanjang menyangkut
ketentuan administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi, 
dalam hal pelanggaran menimbulkan kerugian pada pendapatan negara 

dikenakan sanksi pidana

Sanksi Pidana dalam Hukum Pajak

• Denda Pidana : dikenakan terhadap tindak pidana yang bersifat
pelanggaran maupun yang bersifat kejahatan. Apabila denda pidana
tidak dapat dilunasi oleh yang bersangkutan maka sebagai gantinya,
harus menjalani hukuman kurungan.

• Pidana kurungan : hanya diancamkan kepada tindak pidana yang
bersifat pelanggaran lebih ringan dibandingkan pidana penjara, karena
tindak pidana dilakukan tidak dengan sengaja (kealpaan).

• Pidana Penjara : jenis pidana ini merupakan kejahatan.



KEBERATAN

RUANG LINGKUP KEBERATAN

Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktorat Jenderal
Pajak atas suatu:

1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB),
2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT),
3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB),
4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN),
5. pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.



SYARAT PENGAJUAN KEBERATAN

a. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

b. mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang
dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib
Pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan;

c. 1 (satu) keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak,
untuk 1 (satu) pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak;

d. Wajib Pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit
sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil
pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi, sebelum Surat
Keberatan disampaikan;



Lanjutan …

e. diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal:

o surat ketetapan pajak dikirim; atau

o pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga;

• kecuali Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut
tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak;

f. Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat
Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, Surat Keberatan
tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP; dan

g. Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 36 Undang-Undang KUP.



Ketentuan khusus:

• Dalam hal Surat Keberatan yang disampaikan oleh Wajib Pajak tidak
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf
b, huruf c, huruf d, atau huruf f, Wajib Pajak dapat melakukan perbaikan
atas Surat Keberatan tersebut dan menyampaikan kembali sebelum jangka
waktu 3 (tiga) bulan terlampaui.

• Tanggal penyampaian Surat Keberatan yang telah diperbaiki merupakan
tanggal Surat Keberatan diterima.

• Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan
pajak yang masih harus dibayar yang tidak disetujui dalam pembahasan
akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi
sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dan
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan belum dibayar pada
saat pengajuan keberatan, tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak
tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan



JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEBERATAN

a. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 bulan sejak
tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas
keberatan yang diajukan.

b. Gugatan ke Pengadilan Pajak atas surat dari Direktur Jenderal Pajak yang
menyatakan bahwa keberatan Wajib Pajak tidak dipertimbangkan, jangka
waktu 12 bulan tertangguh, terhitung sejak tanggal dikirim surat dari
Direktur Jenderal Pajak tersebut kepada Wajib Pajak sampai dengan
Putusan Gugatan Pengadilan Pajak diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.

c. Apabila jangka waktu di atas telah terlampaui dan Direktur Jenderal
Pajak tidak memberi keputusan atas keberatan, keberatan yang diajukan
oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak
menerbitkan Surat Keputusan Keberatan sesuai dengan pengajuan
keberatan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 bulan sejak
jangka waktu 12 bulan tersebut berakhir.



BANDING

• Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau

penanggung Pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan Banding,

berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

• SYARAT PENGAJUAN BANDING

1. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada

badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.

2. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan

alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Keputusan

Keberatan diterima dan dilampiri dengan salinan Surat Keputusan

Keberatan tersebut.

3. Terhadap 1 (satu) Keputusan diajukan 1 (satu) Surat Banding.



PIHAK YANG MENGAJUKAN BANDING

• Banding dapat diajukan oleh Wajib Pajak, ahli, warisnya, seorang pengurus,
atau kuasa hukumnya.

• Apabila selama proses Banding, pemohon Banding meninggal dunia,
Banding dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli
warisnya, atau pengampunya dalam hal pemohon Banding pailit.

• Apabila selama proses Banding pemohon Banding melakukan
penggabungan, peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi,
permohonan dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima
pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan,
pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.



GUGATAN

• Gugatan adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh Wajib Pajak atau penanggung

Pajak terhadap pelaksanaan penagihan Pajak atau terhadap keputusan yang dapat

diajukan Gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

• SYARAT PENGAJUAN

1. Gugatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak.

2. Jangka waktu mengajukan Gugatan terhadap pelaksanaan penagihan Pajak adalah 14 hari

sejak tanggal pelaksanaan penagihan. Jangka waktu tidak mengikat apabila tidak dapat

dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat. Perpanjangan jangka waktunya

adalah 14 hari terhitung sejak berakhirnya keadaan diluar kekuasaan penggugat.

3. Jangka waktu untuk mengajukan Gugatan terhadap Keputusan selain Gugatan adalah 30

hari sejak tanggal diterima keputusan yang digugat. Jangka waktu tidak mengikat apabila

tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan penggugat. Perpanjangan jangka

waktunya adalah 14 hari terhitung sejak berakhirnya keadaan diluar kekuasaan penggugat.

4. Terhadap 1 pelaksanaan penagihan atau 1 Keputusan diajukan 1 Surat Gugatan Gugatan.

5. Gugatan disertai dengan alasan-alasan yang jelas, mencantumkan tanggal diterima,

pelaksanaan penagihan, atau Keputusan yang digugat dan dilampiri salinan dokumen

yang digugat.



PIHAK YANG MENGAJUKAN

• Gugatan dapat diajukan oleh penggugat, ahli warisnya, seorang pengurus,
atau kuasa hukumnya dengan disertai alasan-alasan yang jelas,
mencantumkan tanggal diterima, pelaksanaan penagihan, atau Keputusan
yang digugat dan dilampiri salinan dokumen yang digugat.

• Apabila selama proses Gugatan penggugat meninggal dunia. Gugatan
dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya, kuasa hukum dari ahli warisnya atau
pengampunya dalam hal penggugat pailit.

• Apabila selama proses Gugatan, penggugat melakukan penggabungan,
peleburan, pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi, permohonan
dimaksud dapat dilanjutkan oleh pihak yang menerima
pertanggungjawaban karena penggabungan, peleburan,
pemecahan/pemekaran usaha, atau likuidasi dimaksud.



YANG DAPAT DIAJUKAN GUGATAN

• pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, atau
Pengumuman Lelang;

• keputusan pencegahan dalam rangka penagihan pajak;

• keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan,
selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;

• penerbitan Surat Keputusan Pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang
dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang
telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.



PENINJAUAN KEMBALI

Apabila Wajib Pajak masih belum puas dengan Putusan Banding, maka
Wajib Pajak masih memiliki hak mengajukan Peninjauan Kembali kepada
Mahkamah Agung.

SYARAT PENGAJUAN
1. Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan 1 kali kepada

Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak.
2. Permohonan Peninjauan Kembali tidak menangguhkan atau

menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan Pajak.
3. Hukum Acara yang berlaku pada pemeriksaan peninjauan kembali adalah

hukum acara pemeriksaan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud
dalam UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, kecuali yang
diatur secara khusus dalam UU Pengadilan Pajak.



No Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan
berdasarkan alasan:

Jangka Waktu untuk pengajuan Peninjauan
Kembali:

1 Bila putusan pengadilan pajak didasarkan pada
kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang
diketahui setelah perkaranya diputus atau didasarkan
pada bukti-bukti yang kemudian oleh hakim pidana
dinyatakan berlaku.

diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung
sejak diketahuinya kebohongan atau tipu
muslihat atau sejak Putusan Hakim pengadilan
pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.

2 Apabila terdapat bukti tertulis baru yang penting dan
bersifat menentukan, yang apabila diketahui pada tahap
persidangan di pengadilan pajak akan menghasilkan
putusan yang berbeda.

diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung
sejak ditemukan surat-surat bukti yang hari dan
tanggal ditemukannya harus dinyatakan
dibawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang
berwenang.

3 Apabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut
atau lebih dari pada yang dituntut, kecuali yang diputus
berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c.
Isi dari Pasal 80 ayat (1) huruf b dan c:
1. Putusan Pengadilan Pajak dapat berupa:

a. mengabulkan sebagian atau seluruhnya;
b. menambah Pajak yang harus dibayar;

diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak
putusan dikirim.

4 Apabila mengenai suatu bagian dari tuntutan belum
diputus tanpa mempertimbangkan sebab-sebabnya.

diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak
putusan dikirim.

5 Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak
putusan dikirim.

JANGKA WAKTU PENGAJUAN
Jangka waktu pengajuan PK, dibedakan berdasarkan alasan diajukannya PK.



JANGKA WAKTU KEPUTUSAN

Mahkamah Agung memeriksa dan memutus permohonan peninjauan
kembali dengan ketentuan:

• dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak permohonan peninjauan
kembali diterima oleh Mahkamah Agung telah mengambil putusan, dalam
hal Pengadilan Pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara
biasa;

• dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak permohonan peninjauan kembali
diterima oleh Mahkamah Agung telah mengambil putusan, dalam hal
Pengadilan Pajak mengambil putusan melalui pemeriksaan acara cepat.

• Putusan atas permohonan peninjauan kembali harus diucapkan dalam
sidang terbuka untuk umum.



SELAMAT BELAJAR… 


